





A.  Latar Belakang 
Pihak yang memiliki wewenanguntuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana narkotika yakni Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri) dan Badan Narkotika Nasional(BNN),selain itu dibantu oleh aparatur 
negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b), bahwa penyidik pegawai negeri 
sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang.1 
Berdasarkan realitanya sekarang ini, peredaran narkotika sudah masuk ke 
berbagai wilayah dan kalangan. Hal ini dapat diketahui dari pemeritaan yang 
disampaikan diberbagai media elektronik, seperti: televisi, koran, radio dan 
media sosial. Banyak dari generasi muda yang mengonsumsi narkotika ini, 
padahal generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang harusnya tidak 
mengenal barang haram tersebut, hal ini dikarenakan narkotika dapat 
menyebabkan ketergantungan dan menjurus pada hal-hal negatif lainnya.2 
Berdasarkan data yang ada, peredaran nagrkotika ini sudah mencaai 
tingkat memprihatinkan. Narkotika dapat diperoleh dengan mudah dari pihak-
pihak yang sengaja mengedarkannya. Para bandar narkotika ini biasanya 
mengedarkannya di tempat-tempat yangberkaitan dengan dunia gelap, seperti 
diskotik dan tempat pelacuran. Namun tidak menutup kemungkinan, para 
bandar ini menyasar anak-anak sekolah. 
 
1Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana. 




Pemerintah telah melakukan banyak cara untuk mencegah dan 
memberantas peredaran narkotika ini, namun peredarannya masih belum 
tertangani sampai akarnya. Peredaran narkotika ini menjadi bayang-mayang 
yang mengkhawatirkan bagi semua kalangan, sebab narkotika ini sudah 
menjamah kalangan pelajar. Para pelajar ini bukan saja menjadi target 
pemakai, melainkan sudah pada tahap pengedar. Padahal generasi muda 
sekarangini merupakan penentu perubahan bagi negaranya. Oleh karena itu, 
generasi muda menjadi tonggak keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan 
negara dimasa mendatang.3 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan 
memberantas peredaran narkotika, namun peredaran dan penggunaannya masih 
banyak diberbagai kalangan. Hal ini terjadi karena adanya unsur penggerak 
atau motivator dari para pemasok dan pengedarnya karena faktor keuntungan 
ekonomis yang sangat menjanjikan. Bisnis dalam bidang narkotika ini semakin 
tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia, dimana setiap tahunnya 




4Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 




BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggug jawab langsung 
kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Dimana sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden 
Nomor 23 Tahun 2010, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian 
diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Badan Narkotika 
Nasional bertugas untuk mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam 
penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidangketersediaan, pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya. 
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka 
melakukan penyidikan. Kewenangan Badan Narkotika Nasional ini ditambah 
dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 
penyidik BNN, Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa wewenang dari Badan 
Narkotika Nasional sangat luas, sehingga dimungkinkan akan bertabrakan atau 
berbenturan dengan wewenang yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lain 
seperti Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil. 
Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 ayat 




Sukardi menyatakan bahwa terdapat beberapa titik kelemahan dalam 
koordinasi antara Polri dan BNNyang dapat menyebabkan tumpang tindih 
kewenangan dan kebijakan dari kedua belah pihak tersebut5.  
Dalam KUHAP telah disebutkan mengenai perlindungan hak tersangka 
atas penyidikan yang semena-mena, dimanapemberian hak ini guna menguji 
proses penangkapan dan penahanan. Dengan adanya perlindungan ini 
diharapkan mencegahadanya pelanggaran hak-hak tersangka pada saat 
dilakukannyapenangkapan oleh penyidikPolri atau BNN. Tersangka boleh 
mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri. 
Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, 
menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang 
digunakan oleh BNN dan Polri dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. 
Sebagaimana dinyatakan dalamUU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah 
Lex specialis dari KUHAP. 
Beberapa pihak berwenang seperti pemerintah dan lembaga internasional 
memiliki kekhawatiran mengenai adanya pelanggaran hak tersangka, oleh 
karena itu dibuataturan yang untuk melindungi hak-hak tersangka yang 
ditetapkan dalam perundang-undangan dan konvensi internasional. Didalam 
peraturan ini dijelaskan tentangproses berjalannya hukum, hak untuk merdeka, 
dan hak untuk memperoleh kepastian hukum. Di dalam KUHAP juga 
disebutkan mengenai perlindungan hak tersangka atas penyidikan agar proses 
yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya 
 
5Sukardi, Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Andi Offset, 




perlindungan ini diharapkan mencegahadanya pelanggaran hak-hak tersangka 
pada saat dilakukannyapenangkapan oleh penyidikPolri atau BNN. Tersangka 
boleh mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri. 
Maka dari itu, penulis ingin melaksanakan penelitianperbandingantentang 
kewenangan penangkapan antara BNN dan Polri dalam melaksanakan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 
Sehingga penulis berkenan mengambil judul “STUDIPERBANDINGAN 
MENGENAI KEWENANGAN PENANGKAPANPELAKU TINDAK 
PIDANA NARKOTIKA”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis akan memaparkan pokok 
permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, diantaranya adalah: 
Apakah akibat hukum terhadap perbedaan batas waktu penangkapan pelaku 
tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri? 
C. Tujuan Penelitian 
 Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbedaan batas waktu 
penangkapan pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil studi ini diharapkan memberikan kemanfaatan, diantaranya: 
a. Manfaat secara teoritis: hasil studi dapat bermanfaat untuk memperluas 




Praktisi hukum, dan Pemerintah yang berkaitan dengan penegakan hukum 
tindak Pidana Narkotika. 
b. Manfaat secara praktis: hasil studi dapat digunakan untuk 
mengembangkan kemampuan cara berpikir sesuai dengan keilmuan yang 
dipelajaridengan mengungkapkannya secara obyektif melalui metode 
ilmiah untuk memecahkan persoalan yang terjadi, dan memperluasilmu 
pengetahuan dalam bidang hukum pidana. 
E. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu: 
a. Menjadi bahan informasi bagi para mahasiswa, dan akademisi 
lainnya yang ingin melakukan penelitian lanjutantetang proses 
hukum yang dibahas dalam penelitian ini. 
b. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
tambahan informasi dan literature untuk perkembangan ilmu 
hukum yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika oleh 
Kepolisian dan BNN. 
c. Bagi penegak hukum: hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 
pihak Kepolisian, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam 









1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif sebagai prosedur penelitian untuk menggali fakta-fakta berlandaskan 
sisi yuridis yaitu penyidikan tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHAP dan 
dari sisi normatif STUDIPERBANDINGAN MENGENAI KEWENANGAN 
PENANGKAPANPELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. 
2. Jenis Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang peneliti gunakan pada studi ini yaitu data 
sekunder. Berdasarkan buku Penelitian Hukum yang ditulis oleh Peter 
Mahmud Marzuki, dijelaskan bahwa dasar penelitian hukum tidak mengenal 
adanya data, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan sekunder. 
a. Bahan Hukum Primer  
Terdapat beberapa bahan hukum primer meliputi: perundang-undangan, 
catatan resmi, dan risalah untuk penyusunan peraturan perundang-undangan 
dan putusan-putusan hakim. Dalam studi ini menggunakan bahan hukum 
primer meliputi: 
1) KUHP 
2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 




Bahan hukum sekunder di dapatkan dengan melakukan pengkajian dan 
penelitian pada beberapa sumber dokumen, peraturan perundang–undangan, 
yurisdis dan prudensil, hasil studi peneliti lain, jurnal, dan kamus, serta lteratur 
lainnya yangkaitannya dengan materi yang dikaji yang terkait tindak pidana 
narkotika khususnya dengan penangkapan dan penahanan. 
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Metode pengumpulan bahan hukum pada studiini, yaitu: 
 a. Studi Kepustakaan, melalui identifikasi sumber data, mencari informasi 
dengan membaca, mencatat, dan mengkaji dari bahan hukum primer yaitu 
peraturan perundang-undangan dan buku hukum pidana yang memiliki 
relevansi dengan masalah yang diangkat dalam studi ini.  
b. Studi Kepustakaan digital, yaitu pencarian melalui media internet 
dilakukan dengan menggunakan jurnal online, berita online,  web site yang 
memilikir kredibilitas yang baik. 
4.  Metode Analisis Hukum 
Analisis data pada studi ini menggunakan analisis preskiptif yaitu bersifat 
memberi petunjuk atau ketentuan dan atau bergantung pada atau menurut 
ketentuan resmi yang berlaku. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan meliputi 4 Bab, antara lain: 
Bab I : PENDAHULUAN 
Dalam bab I memuat latar belakang sebagai dasar maupun alasan peneliti 




rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab II dimana pada bab ini nantinya akan menggunakan teori-teori 
dasar yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Dalam melalui 
peraturan perundang-undangan, jurnal online, dan sumber lain yang diakui 
secara ilmiah. Tentu hal ini akan mempermudah penulis dalam menyusun 
kerangka pembahasan dalam penelitian ini. 
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab III memuat penjelsan dan penjabaranmengenai tahapan untuk 
menyelesaikan permasalahan, yangdiuraikan dalam pembahasan terkait 
penyelesaian atau jawaban atas rumusan masalah. Dan dianalisa berdasarkan 
peraturan maupun teroi yang relevan dengan permasalahan. 
Bab IV : PENUTUP 
Dalam Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran- saran dari 
pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis. 
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